
PROSES BISNIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN
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 Visi

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

 MISI KE-4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

 TUJUAN KE-4

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk 

peningkatan pelayanan publik

SASARAN KE-5

Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah
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TUJUAN BKD

Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah 

dengan Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN

VISI & MISI

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021



PROFESIONALITAS ASN

1. KOMPETENSI 2. DISIPLIN 3. KINERJA 4. KOMPENSASI
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INDEKS PROFESIONALITAS ASN  

 IdxPro = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1-SI(inex)) + Koef(1-inDiscpl)



 PP NOMOR 11 TAHUN 2017

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai
negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 86 TAHUN 2016

BKD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah
di bidang kepegawaian daerah yang mempunyai tugas
membantu bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah
dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan
manajamen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
pegawai di daerah
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PROSES BISNIS BKD

Meningkatkan

Profesionalitas ASN

Pemerintah Daerah

HASIL/ OUTPUT

ASN yang 

profesional

• Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

• Kepatuhan Internal

• Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS MANAJEMEN

• Meningkatnya kualitas penataan ASN sesuai
kompetensi dan disiplin ASN

• Meningkatnya kompetensi ASN
• Meningkatnya penilaian kinerja dan kompensasi

ASN

PROSES BISNIS INTI

•Perundang Undangan yang berlaku
•SDM yang kompeten Peraturan
•Perencanaan yang Baik
• Ketersediaan Sarana & Prasarana serta

Teknologi Informasi
•Ketersediaan Anggaran yang Cukup

PROSES BISNIS PENDUKUNG

MANFAAT/ BENEFIT

Meningkatkan

Pelayanan Publik

PROSES
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Pelaksanaan
Kinerja dan
anggaran

Pengukuran
realisasi

Kinerja dan
anggaran

Pelaporan
realisasi

Kinerja dan
anggaran

Evaluasi
Kinerja dan
anggaran

Perencanaan
Kinerja dan
anggaran

PENGELOLAAN 

KINERJA

 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran :

Menyelaraskan visi dan misi, sesuai

dengan Renstra. Dalam Pengelolaan

Kinerja BKD selalu berpedoman pada

indikator indikator yang sudah di

tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga

menyentuh aspek kepatuhan Internal

dan Pengelolaan Resiko

 Kepatuhan Internal : 

Mengevaluasi kepatuhan terhadap

peraturan perundangan yang sesuai

Tupoksi dan SOP yang berlaku

 Pengelolaan Resiko : 

Memaksimalkan pencapaian tujuan

dengan jalan merencanakan solusi

sesuai dengan permasalahan yang

mungkin muncul

PROSES BISNIS MANAJEMEN
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MANAJEMEN 

ASN
ASN YANG 

PROFESIONAL 

INPUT PROSES
OUTPUT/ 

OUTCOME

- Regulasi

- Dana

- SDM

PROSES BISNIS INTI BKD



MANAJEMEN PNS MELIPUTI 14 ASPEK BERDASARKAN PP NO. 11 TH. 2017

MANAJAMEN
PNS

PENGEM-
BANGAN 
KARIER

POLA
KARIER

PROMOSI

MUTASI

PENILAIAN
KINERJA

PENGGAJIAN
DAN 

TUNJANGAN

PENGHARG
AAN

DISIPLIN

PEMBER-
HENTIAN

JAMINAN
PENSIUN & 
JAMINAN
HARI TUA

PERLIN-

DUNGAN

PENYUSUNAN
& PENETAPAN
KEBUTUHAN

PENGADAAN

PANGKAT
DAN 

JABATAN
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PASAL 2 PP.11 / 2017

MANAJEMEN PNS MELIPUTI:

 a.  Penyusunan dan penetapan kebutuhan; 

 b.  Pengadaan; 

 c.  Pangkat dan Jabatan; 

 d.  Pengembangan karier;  

 e.  Pola karier; 

 f.   Promosi; 

 g.  Mutasi; 

 h.  Penilaian kinerja; 

 i.   Penggajian dan tunjangan; 

 j.   Penghargaan; 

 k.  Disiplin; 

 l.   Pemberhentian; 

 m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan 

 n.  Perlindungan. 9



PROSES BISNIS BKD

PROFESIONALITAS ASN

Meningkatkan Kualitas 
Penataan ASN sesuai

Kompetensi & Disiplin ASN

Peningkatan kualitas penataan Jabatan ASN dan akurasi
database kepegawaian

Mutasi & Promosi Pangkat & Jabatan
Sistem Informasi

Manajemen
Kepegawaian

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan 
karier ASN

Penyusunan & 
Rekruitmen

Kebutuhan Pns

Pola Karier/ Uji
Kompetensi/ Talent 

Pool

Pembinaan Disiplin
PNS

Pembinaan Korps
Profesi ASN/ 

Pendampingan
Hukum

Meningkatkan Kompetensi ASN 

Peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN sesuai
bidang tugasnya

Perencanaan Diklat
Pelaksanaan

Diklat
Evaluasi Diklat

Meningkatkan Penilaian Kinerja
dan Kompensasi ASN

Peningkatan kualitas pengelolaan penilaian kinerja dan
kompensasi serta kesejahteraan pegawai ASN

Pengelolaan
Penilaian Kinerja & 

Kompensasi
Kesejahteraan

Pemberhentian
PNS
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PENJABARAN 

PROSES 

BISNIS LEVEL 0 

s/d LEVEL 3.1

Dst…



CASCADING KINERJA BKD

ESELON II

TUJUAN PD

Meningkatkan Profesionalitas ASN 

Pemerintah Daerah 

SASARAN I :

Meningkatnya kualitas 
penataan ASN sesuai

kompetensi dan disiplin ASN

Persentase pejabat struktural (JPT, 
administrator dan pengawas) yang memiliki

Gap kompetensi 0,25 dan 0

Meningkatnya kualitas penataan Jabatan ASN dan
akurasi database kepegawaian

Jumlah penataan PNS 
sesuai kebutuhan dan

kompetensi

Terselenggaranya
Penempatan PNS

Dst…

Persentase Terbitnya SK 
Kenaikan Pangkat PNS 

tepat waktu

Terselenggaranya
Penataan Administrasi
Kenaikan Pangkat Dan 
Peninjauan Masa Kerja

PNS Tenaga Non 
Kependidikan

Dst …

Persentase data 
kepegawaian yang update 

dan valid

Tersedianya Sistem
Aplikasi Dan Peremajaan

Data Kepegawaian

Persentase ASN yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin

Meningkatnya kualitas pembinaan dan 
pengembangan kapasitas ASN

Persentase PNS yang lulus 
ujian pengembangan

kompetensi

Terselenggaranya
Penyelenggaraan Uji

Kompetensi Bagi Calon
Pejabat

Dst …

Jumlah jenis dokumen
formasi jabatan ASN dan
standart kompetensi yang 

tersusun

Tersusunnya Dokumen
Formasi Jabatan PNS

Dst. …

Persentase penurunan
pelanggaran disiplin PNS

Tertanganinya Kasus -
Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

Dst …

SASARAN II :

Meningkatnya kompetensi ASN 

Persentase ASN  yang memiliki sertifikasi
keahlian (ASN  yang lulus tugas belajar/ ikatan

dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai bidang
tugasnya

Meningkatnya pendidikan dan pelatihan ASN sesuai
bidang tugasnya

Jumlah ASN yang 
mengikuti tugas belajar dan

Diklat sesuai bidang
tugasnya per tahun

Terlaksananya Pemberian
Bantuan Tugas Belajar

Dan Ikatan Dinas

Dst…..

SASARAN III :

Meningkatnya penilaian kinerja
dan kompensasi ASN

Persentase ASN yang berkinerja baik yang 
mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 

100%

Meningkatnya kualitas pengelolaan penilaian kinerja
dan kompensasi serta kesejahteraan pegawai ASN

Persentase ASN yang 
menggunakan aplikasi E-

Performance

Terlaksananya
Implementasi dan

pengembangan aplikasi

E-Performance

Dst….

Persentase pelayanan
kepegawaian yang 

terproses sesuai SOP 

Terselenggaranya Proses 
Administrasi Pensiun PNS  
Dan Pelepasan PNS Purna

tugas

Dst ….
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JABATAN 

FUNGSIONAL

SUB BIDANG

PEMBINAAN KORPS PROFESI 

ASN

SUB BIDANG 

EVALUASI DAN PENETAPAN 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

SUBBIDANG  DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS 

UMUM DAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PROGRAM 

DAN EVALUASI
SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PENGEMBANGAN 

KARIER PEGAWAI

SUB BIDANG PEMBINAAN 

KARIER PEGAWAI

SUB BIDANG FORMASI  DAN 

PENGADAAN PEGAWAI

BIDANG PENSIUN 

DAN  KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG

PENSIUN

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN 

PEGAWAI

BIDANG MUTASI, DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI PEGAWAI

SUB BIDANG

MUTASI  I

SUB BIDANG

MUTASI  II

BIDANG PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN PEGAWAI

SUB BIDANG

PRORAM DAN EVALUASI DIKLAT 

SUB BIDANG 

DIKLAT STRUKTURAL

SEKRETARIAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2016
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PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN 

STRUKTUR ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN
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MUTASI & PROMOSI PANGKAT & JABATAN

PERENCANAAN MUTASI/ PROMOSI

PELANTIKAN/ PENGAMBILAN 

SUMPAH JABATAN

SK JABATAN

MENGIRIMKAN SURAT EDARAN 

KENAIKAN PANGKAT

VERIFIKASI USULAN KP

UPDATE DATA & ENTRY USULAN KP 

DI SAPK

EVALUASI

MENGIRIM BERKAS KE BKN, BKD 

PROVINSI JATIM DAN BKN PUSAT

CETAK USULAN KP

SK KENAIKAN PANGKAT PNS

PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN 

JABATAN ASN DAN AKURASI DATABASE 

KEPEGAWAIAN

SESUAI 

SYARAT

JABATAN

EVALUASI TIM PENILAI KINERJA

PROSES PENETAPAN SK 

PENGANGKATAN

PERTIMBANGAN TIM PENILAI 

KINERJA

PROSES PENERBITAN SK KENAIKAN 

PANGKAT

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS 

KENAIKAN PANGKAT

SESUAI 

SYARAT KP

BIDANG MUTASI, 
DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI PEGAWAI

SUB BIDANG 
MUTASI I

SUB BIDANG 
MUTASI II

SUB BIDANG

DOKUMENTASI 
DAN 

INFORMASI 
KEPEGAWAIAN

STRUKTUR ORGANISASI

Program Penataan Jabatan Dan Peningkatan Mutu Informasi
Kepegawaian

SUBBID MUTASI I SUBBID MUTASI II SUBBID DOKUMENTASI 
DAN INFORMASI 
KEPEGAWAIAN

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

Penempatan PNS Pelayanan Mutasi ASN 
Tenaga Kependidikan

Pengembangan Sistem
Kearsipan Kepegawaian

Penataan Administrasi
Kenaikan Pangkat Dan 
Peninjauan Masa Kerja
PNS Tenaga Non 
Kependidikan

Penataan Administrasi
Kenaikan Pangkat Dan 
Peninjauan Masa Kerja
PNS Tenaga
Kependidikan

Sistem Aplikasi Dan 
Peremajaan Data 
Kepegawaian

Proses Seleksi Terbuka 
Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama

Pengambilan Sumpah / 
Pelantikan Jabatan

ENTRY DATA DASAR

Subsistem

Perencanaan SDM

KOORDINASI DAN 

REKONSILIASI DATA

Subsistem

Pengembangan

Karier PNSBasis
Data

Subsistem

Perekrutan CPNS

Subsistem

Penilaian Kinerja 

dan

Kompensasi 

Pegawai

Subsistem 

Pemberhentian PNS

LAPORAN DATA 

PNS

UPDATE DATA 

TRANSAKSI

SIISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN 

KEPEGAWAIAN
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PEMBINAAN DISIPLIN PNS

KOORDINASI DAN 

PERSIAPAN PEMBINAAN 

DISIPLIN/ SOSIALISASI 

PERATURAN

KEPEGAWAIAN

PENANGANAN KASUS 

INDISIPLINER

PELANG

GARAN

DISIPLIN

MONITORING DAN 

EVALUASI

SK  HUKUMAN 

INDISIPLINER

POLA KARIER/ UJI 

KOMPETENSI/ TALENT 

POOL

PENGADAAN

PENGUMUMAN 

LOWONGAN

KEBUTUHAN FORMASI 

CPNS

SELEKSI

(ADMINISTRASI, SKD, 

SKB)

PENGUMUMAN HASIL 

SELEKSI

PENGUSULAN NIP

PENETAPAN NIP

PROSES PENERBITAN

SK

SYARAT 

PENGANG

KATAN 

CPNS KE 

PNS

PENGANGKATAN CPNS 

KE PNS

SUMPAH JANJI PNS 

SK CPNS

PERENCANAAN UJIAN

DINAS/ UJIAN 

PENYESUAIAN IJAZAH

PERSIAPAN & 

KOORDINASI

STLUD/ PENYESUAIAN 

IJAZAH

SK PNS

PENYUSUNAN & 

REKRUITMEN 

KEBUTUHAN PNS

ANJAB

PENYUSUNAN STANDART 

KOMPETENSI

PENYUSUNAN DOKUMEN

KEBUTUHAN FORMASI

ANJAB

BEZZETING

RASIO 

ALOKASI 

ANGGARAN 

BELANJA 

PEGAWAI

PERENCANAAN 

REKRUITMEN

PENGAJUAN USULAN 

KEBUTUHAN CPNS KE 

MENPAN

PENETAPAN KEBUTUHAN 

CPNS OLEH MENPAN

DOKUMEN PENETAPAN 

KEBUTUHAN FORMASI 

CPNS

DOKUMEN KEBUTUHAN 

FORMASI

PEMBINAAN KORPS 

PROFESI ASN/ 

PENDAMPINGAN HUKUM

PEMBINAAN KORPS 

PROFESI ASN

PERSIAPAN DAN 

KOORDINASI 

PEMBINAAN 

KELEMBAGAAN KORPRI

PENDAMPINGAN HUKUM

PERSIAPAN MATERI 

PETUNJUK TEKNIS

(AD/ART)

PERENCANAAN DAN 

KOORDINASI DENGAN 

ADVOKAT

PEMBUATAN JADWAL 

PEMBINAAN

MENYIAPKAN MATERI/ 

MoU

PELAKSANAAN 

SOSIALISASI

MEMBUAT JADWAL 

PENDAMPINGAN HUKUM 

DENGAN ASN YANG 

BERMASALAH DENGAN 

HUKUM

PELAPORAN

PENDAMPINGAN HUKUM 

KE PENGADILAN

PUTUSAN PENGADILAN

PELAPORAN

MONITORING DAN 

EVALUASI

PERENCANAAN UJI 

KOMPETENSI/ TALENT 

POOL

PELAKSANAAN UJI 

KOMPETENSI/ TALENT 

POOL

HASIL UJI 

KOMPETNSI/ TALENT 

POOL

PELAKSANAAN UJIAN

DINAS/ UJIAN 

PENYESUAIAN IJAZAH

VERIFIKA

SI 

BERKAS

PENGUMUMAN

PEMBUKAAN UJIAN 

DINAS/ PENYESUAIAN 

IJAZAH

PENGUMUMAN HASIL 

UJIAN

PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS ASN

BIDANG 
PENGEMBANGAN 
KARIER PEGAWAI

SUB BIDANG 
FORMASI  DAN 
PENGADAAN 

PEGAWAI

SUB BIDANG 
PEMBINAAN 

KARIER 
PEGAWAI

SUB BIDANG

PEMBINAAN 
KORPS PROFESI 

ASN

Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas ASN

SUBBID FORMASI 
DAN PENGADAAN 

PEGAWAI

SUBBID PEMBINAAN 
KARIER PEGAWAI

SUBBID PEMBINAAN 
KORPS PROFESI ASN

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

Penyusunan
Dokumen Formasi
Jabatan PNS

Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Bagi
Calon Pejabat

Sosialisasi dan
pembinaan Dewan
Pengurus dan
anggota Korpri

Proses Administrasi
Perpanjangan Tenaga 
Kontrak Kerja

Pembinaan Dan 
Evaluasi Penertiban
Angka Kredit Jabatan
Fungsional

Pengembangan
Media Informasi dan
inovasi Abdi Negara

Penyusunan Standart 
Kompetensi Jabatan

Penyelenggaraan 
Ujian Dinas Kenaikan 
Pangkat)

Fasilitasi Koordinasi 
Kebijakan Bantuan 
Hukum

Seleksi Penerimaan
Calon PNS

Penyelenggaraan
Ujian Penyesuaian
Ijazah)

Fasilitasi
pengembangan minat
dan bakat anggota
KORPRI 

STRUKTUR ORGANISASI
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PERENCANAAN DIKLAT 
PELAKSANAAN DIKLAT

PENGIRIMAN DAN 

PELAKSANAAN DIKLAT/ TUGAS 

BELAJAR

KOORDINASI DAN PERSIAPAN 

DIKLAT TEKNIS/ /STRUKTURAL 

DAN TUGAS BELAJAR

LAPORAN PELAKSANAAN DIKLAT

EVALUASI  DIKLAT 

PENINGKATAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN ASN 

SESUAI BIDANG TUGASNYA

SERTIFIKAT DIKLAT/ IJAZAH 

TUGAS BELAJAR

BIDANG PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN PEGAWAI

SUB BIDANG 
PROGRAM DAN 

EVALUASI 
DIKLAT

SUB BIDANG 
DIKLAT 

STRUKTURAL

SUB BIDANG

TEKNIS UMUM 
DAN 

FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI

Program Pendidikan Dan Pelatihan ASN

SUBBID PROGRAM DAN 
EVALUASI DIKLAT

SUBBID DIKLAT 
STRUKTURAL

SUBBID DIKLAT TEKNIS

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

Pemberian Bantuan 
Tugas Belajar Dan Ikatan 
Dinas

Penyelenggaraan
Pendidikan Dan 
Pelatihan Struktural

Penyelenggaraan
Pendidikan Dan 
Pelatihan Teknis

Pengiriman Diklat, 
Khursus, Seminar, 
Lokakarya,Bimtex, 
Workshop, Studi
Banding, Bachmarking
Dan Studi Lapangan

Penyelenggaraan
Pendidikan Dan 
Pelatihan Prajabatan

Penyelenggaraan Diklat 
Pemantapan Tugas 
Jabatan
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PENGELOLAAN PENILAIAN 

KINERJA & KOMPENSASI
KESEJAHTERAAN PEMBERHENTIAN PNS

USUL PENSIUN

VERIFIKASI DATA DAN 

ENTRY SAPK

MENGIRIM KE BKN

SK PENSIUN

CETAK USULAN 

PENSIUN

USULAN KENAIKAN GAJI

BERKALA DAN SATYA 

LENCANA DARI OPD

VERIFIKASI BERKAS

PROSES PENERBITAN 

KENAIKAN GAJI BERKALA 

PROSES PENGUSULAN 

SATYA LENCANA

EVALUASI TINGKAT 

KEHADIRAN DAN HASIL 

AKTIVITAS/

KINERJA

PENYUSUNAN LAPORAN 

HASIL EVALUASI

REKOMENDASI 

PEMBERIAN TPP

CETAK SK KGB

SERTIFIKAT 

PENGHARGAAN SATYA 

LENCANA

MEMENUHI 

SYARAT

PENERBITAN DAN 

PENETAPAN SK

PENINGKATAN KUALITAS 

PENGELOLAAN PENILAIAN 

KINERJA DAN KOMPENSASI 

SERTA KESEJAHTERAAN 

PEGAWAI ASN

PEMBEKALAN  PENSIUN

MEMENUHI 

SYARAT

BIDANG PENSIUN DAN 
KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG 
EVALUASI DAN 

PENETAPAN 
TUNJANGAN 

KINERJA PEGAWAI

SUB BIDANG 
KESEJAHTERAAN 

PEGAWAI

SUB BIDANG

PENSIUN

STRUKTUR ORGANISASI

Program Peningkatan Pengelolaan Pensiun Dan Kesejahteraan Pegawai ASN

SUBBID EVALUASI DAN 
PENETEPAN TUNJANGAN 

KINERJA PEGAWAI

SUBBID KESEJAHTERAAN 
PEGAWAI

SUBBID PENSIUN

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

Implementasi dan
pengembangan aplikasi E-
Performance

Proses Administrasi
Penghargaan Satya 
Lencana Karya Satya 
Nugraha Dan Pemberian
Penghargaan Bagi PNS 
Berprestasi

Penyelenggaraan Proses 
Administrasi Pensiun PNS  
Dan Pelepasan PNS Purna
tugas

Pembinaan Dan 
Penyelesaian Pengajuan
Izin Perceraian Dan 
Perkawinan Istri Yang Ke-
Dua Dan Seterusnya



CONTOH PROSES BISNIS KEGIATAN
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PROSES BISNIS

KEGIATAN PENEMPATAN PNS

20

VSUPPLIER INPUT CUSTOMER

Menghimpun

usulan

Memverifikasi

& Mengolah

data

Mengonsep

Telaah

penerbitan

SK Mutasi

Verifikasi

Tim Penilai

Kinerja

1. Usulan OPD 

2. Kebutuhan sesuai anjab

PNS/ OPDSK Mutasi PNS

Pelantikan
Membuat

perencana

an mutasi

OUTPUT
PROCESS

SK 

Mutasi

Perangkat

Daerah



PROSES BISNIS

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL

21

VSUPPLIER INPUT CUSTOMER

Melakukan

Koordinasi

dengan

Badan

Diklat

Provinsi

Jawa

Timur

Mengusulk

an calon

peserta

Diklat Pim

II, III, dan

IV kepada

Bapak

Bupati

Mengirim

daftar calon

peserta Diklat

Pim IV, III dan

II ke Badan

Diklat Provinsi

Jawa Timur

Mengirim

surat

panggilan

diklat ke

setiap OPD 

1. Aduan Dari Publik/ PD

2. Dugaan

3. Bukti (Ex: Absensi dll)

PNS Indisipliner
Kasus Pelanggaran

Sanksi bagi Pelanggar

Mengirim 

peserta 

Diklatpim IV, 

III dan II

Menginvent

arisir

Pejabat

struktural

yang akan

dikirim

Diklatpim

OUTPUT
PROCESS

Sertifikat 

Diklat Pim 

IV, III dan 

II

Perangkat

Daerah



PROSES BISNIS

KEGIATAN : PROSES PENANGANAN KASUS -KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS
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VSUPPLIER INPUT CUSTOMER

Pemanggil

an Dinas

pada PNS 

Indisipliner

BAP

Pembuatan

telaah dan

SK 

Hukuman

Disiplin

Sedian

telaah dan

SK 

Hukuman

Disiplin

1. Aduan Dari Publik/ PD

2. Dugaan

3. Bukti (Ex: Absensi dll)

PNS Indisipliner
Kasus Pelanggaran

Sanksi bagi Pelanggar

Penyerahan

SK 

Hukuman

Pembinaan

dan

Monitoring

OUTPUT
PROCESS

SK 

Hukuman

Disiplin

Perangkat

Daerah
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VSUPPLIER INPUT CUSTOMER

Laporan

presensi dan

E-

performance

Download E-

Performance

Penyusunan

Laporan

Perangkat Daerah Pegawai/ seluruh

PD

1. Laporan

presensi

pegawai dari

PD

2. Laporan E-

Performance

Laporan Hasil evaluasi

Tingkat Kehadiran & 

Kinerja

Evaluasi

Tingkat 

Kehadiran

OUTPUT
PROCESS

Laporan Hasil

Evaluasi
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